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Adhy Wicaksana Iman Yahdi 8215145248, Laporan praktek kerja lapangan di 
bagian pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Program 
studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Unversitas Negeri Jakarta, 2017. 
Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman 
serta pengetahuan tentang dunia kerja yang berhubungan dengan konsentrasi 
praktikan agar praktikan siap dalam menghadapi dunia kerja nanti. Praktek kerja 
lapangan dilaksanakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah program studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisikan 
kegiatan praktikan selama melakukan praktek kerja lapangan di bagian 
pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tugas yang 
diberikan kepada praktikan yaitu mencatat surat masuk yang diterima bagian 
pengembangan kepegawaian ke dalam aplikasi excel, menginput surat masuk 
yang sudah dicatat di excel pada aplikasi bernama NADINE DJBC, mencetak 
surat yang sudah di input ke dalam aplikasi NADINE DJBC dan disatukan dengan 
surat masuk, mencatat sertifikat pendidikan dan pelatihan pegawai pada aplikasi 
excel. Setelah menjalani kegiatan praktek kerja lapangan, praktikan telah 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja nyata yang selama 
ini tidak di dapatkan di perkuliahan. 
 
















Adhy Wicaksana Iman Yahdi 8215145248, The internship report at personnel 
development section Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bachelor Degree of 
Management, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2017. 
The implementation of Internship aims to gain experience and knowledge about 
the world of work associated with the concentration of student to be ready in the 
face of the world of work later. The internship is carried out to fulfill one of the 
subjects of the Faculty of Economics, Faculty of Economics, University of 
Jakarta. This report contains the activities of student during internship in the 
personnel development section Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tasks 
assigned to student are to record incoming mail that received by employee 
development departement into the excel application, input incoming mail that has 
been recorded in excel in an application called NADINE DJBC, print the letter 
that has been input into NADINE DJBC application and put together with 
incoming mail, record the certificate of education and training employees on 
excel applications. After undergoing internship, student has gained knowledge 
and experience about real world of work that had not get in lecture. 
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A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat 
sekarang ini, mewajibkan mahasiswa untuk lebih membuka diri dalam 
menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan 
perkembangan tersebut. Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya 
sekarang ini, menyadari sumber daya manusia merupakan faktor utama 
dalam suatu perusahaan maupun instansi, maka kualitas tenaga kerja harus 
dikembangkan dengan baik. Jadi perusahaan atau instansi diharapkan 
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia 
kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan 
praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah penerapan seorang 
mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan 
untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk 
mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi di 
bawah Kementrian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk 
mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabaen 





Indonesia terutama dalam bidang Kepabeanan diharapkan memberikan 
kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan 
cara menerima dan mengayomi mahasiswa yang ingin mengadakan 
kegiatan praktek kerja lapangan.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi 
Negeri di Indonesia diharapkan mampu menciptakan sumber daya 
manusia yang memiliki daya saing guna bersaing dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini. Untuk itulah 
diperlukan sebuah proses pendidikan yang dapat memberi ruang bagi 
mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan 
dalam menghadapi dunia kerja. Salah satu cara yang ditempuh oleh 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam mencapai tujuan 
tersebut adalah  melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan 
adanya pelaksanaan PKL, mahasiswa diharapkan mampu bersaing dengan 
tenaga kerja lainnya yang mempunyai kualitas dalam bidang pengetahuan, 
kemampuan, dan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. 
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pengembangan pegawai baru Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 
2. Menambah pengalaman dalam bidang pekerjaan administrasi bagian 
pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti 





3. Menambah keterampilan tentang alur dan proses disposisi surat 
permohonan maupun surat perintah. 
C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 
1. Bagi pihak Fakuktas Ekonomi 
a. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan perusahaan atau 
instansi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di waktu yang 
akan datang. 
2. Bagi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbantu oleh peserta 
praktek kerja lapangan. 
3. Bagi pihak praktikan 
a. Menambah wawasan baru tentang segala proses kerja di bagian 
administrasi pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 
b. Memberikan pengalaman tentang segala prosedur pencatatan, 
penerusan, maupun disposisi surat masuk yang ada di bagian 
pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan dilaksanakan di kantor pusat Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani By Pass, RT. 
12 / RW. 5, Rawamangun, Pisangan Timur, RT.12/RW.5, Jakarta Timur, 





 Alasan praktikan memilih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dikarenakan ingin mengetahui proses kerja khususnya di bagian 
pengembangan kepegawaian di dalam instansi milik pemerintah.  
E. Jadwal  waktu Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan dilaksanakan dari tanggal 17 Juli 2017 
sampai dengan 12 September 2017 dengan jadwal masuk setiap hari senin 













A. Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu 
organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula 
dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) 
adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. 
Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang 
hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat 
negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun 
angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara 
itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman 
kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. 
Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah 
kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara 
“nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk 
menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). 
Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der 
Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya 





memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), 
dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa 
Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) 
inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan 
yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 
Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 
Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 
13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 
29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai 
sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia 
merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan 
Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A 
Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika 
ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat 
dipandang sebagai tanggal yang tepat. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan 
Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan 
sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 
Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan 
Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik 
yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini 





ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih 
efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan 
dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang 
berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. 
Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk 
terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya 
berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang 
semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, 
sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan 
semakin kompleks pula. 
Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang 
menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar 
bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola 
perdagangan juga akan berubah pada konteks Borderless World, atau paling tidak 
pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas 
perdagangan menjadi semakin tabu. 
Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 
tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang 
telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang 
Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi 





mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah 
diambang pintu. 
Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah 
memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin 
besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai 
dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang 
semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa 
internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-
pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan 
sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan 
tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan 
konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT 
Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain. 
Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan tetap 
mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada 
dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Customs yang 
sifatnya modern. 
Dengan beralihnya fungsi dan misi dari Tax Collector menjadi Trade 
Facilitator , maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus 
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan save 
time, save cost, sefety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang 
integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam 





tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti 
seluas-luasnya. 
Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi 
perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, anti dumping, anti subsidi, 
self Assessment, maka secara ringkas DJBC diharapkan dapat do more with less ( 
berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah ). DJBC juga dituntut untuk 
melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, available ( saat dibutuhkan 
) dan adjustable. 
Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena 
speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah 
bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue 
collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus 
barang sehingga akan menimbulkan High Cost Economy yang pada konsekuensi 
selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di 
area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness 
operation akan semakin tergantung pada performance Customs dimanapun. 
Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan 
Customs. 
Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost Economy tidak saja 
akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat oppotunity, 
mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga 





melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif 
lainnya. 
Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut 
adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral 
bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari 
segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus 
transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas 
sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan 
dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. 
Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, 
maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah 
sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi 
terhadap perkembangan perdagangan internasional. 
Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti 
penerapan sistem self Assessment, dan Post entry Audit yang merupakan back-up 
sistem atas sistem self Assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu 
berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan 
kelancaran arus barang. 
Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa 
dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang 





Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah 
menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan 
reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas kualitas pelayanan, 
khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan. 
Visi 
1. Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. 
2. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik 
melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus 
terpelihara di masa depan. 
 Misi 
1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; 
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 
penyelundupan dan perdagangan illegal; dan 
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. 
Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi 
tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran 










Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
 
Gambar II.1, Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI 
No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 
LUKISAN 
 Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya; 
 Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya; 
 Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 
 Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. 
MAKNA 
 Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila; 
 Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang 
merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-
undang Cukai; 
 Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan 





 Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan 
Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian 
Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; 
 Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan 
Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 
WARNA 
















B. STRUKTUR ORGANISASI 
 
Gambar II.2, Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 





Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan. 
Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 
antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 
dibatasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 8 departemen utama yang 
terdiri atas: 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal  
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. 
2. Direktorat Teknis Kepabeanan  
Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan. 
3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan  
Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan. 
4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai  
Direktorat Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 








5. Direktorat Penindakan dan Penyidikan  
Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan 
penyidikan  kepabeanan dan cukai. 
6. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai  
Direktorat Audit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai. 
7. Direktorat Kepabeanan Internasional  
Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan 
internasional. 
8. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai  
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
informasi kepabeanan dan cukai. 
Praktikan ditempatkan di bagian pengembangan kepegawaian tepatnya di 
bagian administrasi pengembangan kepegawaian. praktikan memiliki tugas dan 
tanggungjawab untuk mencatat dan mendisposisikan surat masuk maupun surat 
dinas seperti surat melanjutkan pendidikan, surat mengikuti pendidikan dan 
pelatihan, dan surat tugas pegawai untuk kemudian di disposisikan dan diteruskan 







C. KEGIATAN UMUM INSTANSI  
Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, 
pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 
 Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian 
fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran; 
 Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan 
memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur 
kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang 
handal; 
 Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional 
melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan 
keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang 




PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Pekerjaan yang di delegasikan kepada praktikan yaitu mencatat surat 
masuk dari internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 
mencatatnya ke dalam microsoft excel serta mendisposisikan surat ke dalam 
sistem aplikasi naskah dinas (NADINE DJBC). Sistem aplikasi naskah dinas 
(NADINE DJBC) berfungsi sebagai pembuatan surat disposisi dan juga berfungsi 
sebagai database online untuk kemudahan pegawai pengembangan kepegawaian 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengakses surat-surat yang telah di 
disposisikan.   
B. Pelaksanaan 
Pertama, praktikan diberikan berbagai macam surat masuk dari internal 
maupun eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal yang harus dilakukan 
yaitu mencatat surat masuk tersebut ke dalam microsoft excel dengan 
memperhatikan format yang telah disediakan atau format yang biasa digunakan 
dalam mencatat surat masuk tersebut. Surat masuk diberikan oleh penilai sebagai 






Gambar III.1, Gambar surat masuk yang diterima bagian pengembangan 
kepegawaian 
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Langkah-langkah untuk menulis surat masuk ke dalam excel yaitu sebagai 
berikut: 
1. Ketik nomor agenda untuk mencatat banyaknya agenda yang telah 





2. Ketik tanggal pada hari mencatat surat masuk ke dalam excel 
3. Ketik nomor surat yang tertera di dalam surat masuk 
4. Ketik tanggal surat yang tertera di dalam surat masuk 
5. Ketik unit pengirim surat yang tertera di dalam surat masuk 
6. Ketik perihal penyampaian surat yang tertera di dalam surat masuk 
 
Gambar III.2, Gambar tampilan excel untuk surat masuk kepegawaian. 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
Setelah mencatat surat masuk ke dalam microsoft excel, surat tersebut 
harus di disposisikan yang ditujukan kepada kepala pengembangan kepegawaian 





network untuk mengaksesnya. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai pencatatan 
segala macam surat masuk untuk kemudian di disposisikan. Surat masuk yang 
sudah di catat atau di tulis di aplikasi nadine djbc kemudian di cetak dan menjadi 
lembar disposisi yang harus disatukan dengan surat masuk yang dicatat di dalam 
sistem aplikasi naskah dinas (NADINE DJBC).  
 
Gambar III.3, Gambar surat masuk yang sudah di disposisikan 
Sumber: Data diolah sendiri oleh praktikan 
Pekerjaan yang selanjutnya yaitu mencatat daftar sertifikat pendidikan dan 





Pencatatan daftar sertifikat ke dalam microsoft excel juga menggunakan 
format yang telah disediakan atau biasa digunakan untuk mencatat berkas 
sertifikat.  
 
Gambar III.4, Gambar daftar sertifikat pendidikan dan pelatihan yang telah 
diselenggarakan oleh djbc 
Sumber: Data diolah sendiri oleh praktikan 
Mekanisme pencatatan sertifikat diatas berbeda-beda tergatung jenis 
sertifikat dan format sertifikat yang dibuat oleh penilai. Jadi harus disesuaikan 






Prosedur rekrutmen pegawai non-kedinasan sekolah tinggi akuntansi negara 
Proses rekrutmen yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

















Calon pegawai mendaftar 
melalui situs : 
www.menpan.go.id 
Pendaftaran Online 
Calon pegawai melengkapi 
berkas sesuai kualifikasi  yang 
dibutuhkan  oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai 
Pemberkasan 
Calon pegawai yang telah lolos 
tahap  pemberkasan mengikuti  
tes potensi akademik  dan tes 
psikologi 
Tes Potensi Akademik dan Tes 
Psikologi 
Calon pegawai yang telah 
dinyatakan  lolos tes potensi 
akademik  dan  tes psikologi 
mengikuti  tes CPNS. 
 
Tes CPNS 
Calon pegawai yang telah 





Calon pegawai yang telah 
dinyatakan  lolos  wawancara, 
akan ditempatkan sesuai 
















C. Kendala yang dihadapi 
1. Tidak adanya variasi pekerjaan yang dijalankan oleh praktikan sehingga 
praktikan merasa kurang ada tantangan dalam menjalankan praktek kerja 
lapangan. 
2. Sering terjadi ketidakfungsian peralatan kerja seperti koneksi LAN yang 
terputus sehingga tidak dapat mengakses sistem aplikasi NADIN DJBC, 
printer yang kehabisan kertas dan tinta 
D. Cara mengatasi kendala 
1. Praktikan meminta kepada pembimbing untuk diberikan variasi pekerjaan 
serta meminta tambahan sejumlah pekerjaan. 
2. Praktikan segera bertanya kepada pembimbing tentang bagaimana 













Setelah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) selama 2 
bulan (40 hari kerja) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagian pengembangan 
kepegawaian praktikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai 
dunia kerja nyata. Dari praktek kerja lapangan yang dilaksanakan praktikan, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui pengembangan pegawai baru Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
2. Praktikan mendapatkan pengalaman dalam bidang pekerjaan administrasi 
bagian pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
seperti sistem aplikasi naskah dinas (NADINE DJBC). 
3. Praktikan memperoleh keterampilan tentang alur dan proses disposisi surat 







Pelaksanaan PKL di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagian 
pengembangan kepegawaian berjalan lancar namun masih banyak yang harus 
diperbaiki. Berikut beberapa saran dari praktikan. 
1. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Neegeri Jakarta bisa 
bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan instansi agar 
mahasiswa mempunyai referensi pilihan tentang tempat pelaksanaan 
PKL. 
b. Sebaiknya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
memantau mahasiswa yang sedang PKL agar pelaksanaan PKL jauh 
lebih optimal. 
2. Saran untuk bagian pengembangan kepegawaian Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai 
a. Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di bagian 
pengembangan kepegawaian memberikan umpan balik (feedback) 
kepada praktikan tentang pekerjaan yang telah dikerjakan oleh 
praktikan agar praktikan bisa meningkatkan performa kinerja yang 
lebih baik lagi. 
b. Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) tentang program PKL, seperti deskripsi 
pekerjaan sehingga mahasiswa tidak merasa bingung diawal  




3. Saran untuk calon praktikan 
a. Mencari referensi tentang tempat PKL yang berkualitas agar setelah 
selesai PKL memiliki wawasan dan pengalaman yang luas tentang 
dunia kerja. 
b. Mengajukan surat permohonan PKL kepada perusahaan ataupun 
instansi dari jauh hari agar mendapat balasan dari perusahaan dan 






































Lampiran 2: Surat Persetujuan Praktek Kerja Lapangan dari Direktorat 




























Lampiran 5: Sertifikat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Setelah 





Lampiran 6: Log Harian Praktikan 
Tanggal Kegiatan Output Dokumen 
Senin, 17 
Juni 2017 
 Pengenalan diri kepada 
staff dan kepala bagian 
pengembangan 
kepegawaian 
 Pengenalan tentang 
struktur organisasi 
Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai 
 Pengenalan tentang 
berbagai macam surat 















 Penjelasan tentang 
mencatat surat masuk ke 












 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 













 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 













 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
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surat masuk ke dalam 
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 Melakukan pencatatan 
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 Melakukan pencatatan 
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 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 



















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 



















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
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 Melakukan pencatatan 
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 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 



















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 




























 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 
sertifikat diklat pegawai 


















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 














 Melakukan pencatatan 
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 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 
sertifikat diklat pegawai 


















 Melakukan pencatatan 
surat masuk ke dalam 
microsoft excel dan 
mengubahnya menjadi 
surat disposisi 
 Melakukan pencatatan 
sertifikat diklat pegawai 

























Lampiran 7: Lembar Persetujuan Sidang PKL 
 
